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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
  
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4578); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4373); 
 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 95 tahun 2007;  
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10  
Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13  
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2007 Nomor 6 seri E); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2  
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007  
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 40); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17  
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2007- 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 
 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Balai Latihan 
Kerja Industri (BLKI) dan Sport Centre di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

 
 
 


